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PEMBENTUI{AN TIM PENE"TAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNC
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Menimbang

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian
hukum terhadap batas wilayah suatu kampung yang
memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu melaksanakan
penetapan dan penegasan batas kampung;

b. bah',r'a berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalarr- Negeri Nomor 45 Tahr:a 2016
tcntan6( Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
perlu dibentuk Tim Penetapal dan Penegasan Batas
Kampung Provinsi dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai.mana
ciimaksud riaiam hurui a cian huruf b, periu meneiapkan
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim
Penegasan Batas Kampung Provinsi Papua Tengah;

l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan [.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tenlang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1.55, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697];

2- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lcmbaran Nega:'a F.epublik Indonesia Tehu+-,, 2O14
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5495). sebagaimana telah Lreberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tettaag Perubahan Kedua Atas Undang-
Unr,la-ng Nomor 6 Tahun 2Q24 1sntar* De__^sa_ /.!-er:rbara-a
Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 77,
Tambahan [.embaran Negara Republik Nomor 6914);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 5587j, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Un<iang ('rrmbaran Negara Repubiik incionesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
DAnl66r',L4h Dr r;nc; Danrro Tanaah tl aa}'aroa Naaara

Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 68O4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Iimbaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor I13, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah teral<hir dengan Peraturarr
Pemerintah Nomor 1 I Tahun 2O2 I tentang Badan Usaha
Miiik Desa (Lembaran Negara Repubiik lncionesia Tahun
2O2 I l,Iomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor lO6 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonoiiri l(husus Papua {{--rr'^baran Negar-a P.e publik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2O16
tentang tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan
Batas Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2016 Nomor 1038);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal:lun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

!:trTIGA.

KEEMPAT
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MEMUTUSI(AN:

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Provinsi
Papua Tengah dengam susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini.

Tim Penetapan dan Penegasal Batas Kampung
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas
Kampung di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Segala b,iaya yang timbul- sebagai akibat dltetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tangqal
<iitetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

dengan aslinya
HUKUM,

G. S.H., M.H.
2002t2too2

Yth:

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPXI\D Provinsi Papua Tengah di NabAe;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Ralqrat Setda Provinsi

Papua Tengah;
7. Masing-masingyang bersangkutan.

TEN

\



Ketua
Wakil Ketua
Anggota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.3.3.1/ 2O3TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
KAMPUNG PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

: Gubernur Papua Tengah
: Sekertaris Daerah Provinsi Papua Tengah
: l. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat
2. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah
3- Kepala Dinas Kefrndudukas daa Penrs.tatan

Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Provinsi Papua Tengah;

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Papua Tengah

.5. lfuprl, Biro Pemerintahsn, Otsus dan Kesra
Setda Provinsi Papua Tengah

6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua
Tengah

7. Kepala Bidang KelembegAan, Pengembangan
Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan
Potensi Kampung-kampung Adat pada Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Provinsi Papua Tengah Kepala Bagian
Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otsus
Kesra Setda Provinsi Papua Tengah;

8. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan Otsus dan Kesra Setda Provinsi
Papua Tengah

9. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Kerja Sama
pada Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra Setda
Provinsi Papua Tengah

lO. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan
Masyaralat dan Kapasitas Masyarakat pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pemberdayaan Masyarakat dan lhmpung
Provinsi Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
aid engan aslinya

HUKUM

NG, S.H., M.H.

ENG
8200212roo2


